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Menimbang
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—

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Uhdang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 vtentang Penanggulangan Bencana periu

membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;.

bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga
lain yang merupakan bagian dari perangkat‘ daerah maka
pembentukan dan penyusunannya berpedomén pada Pasal 45
Peraturan Pemerintah Nombr 41 Tahun 2007 tentang Orgahi_sasi

Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di'maksud dalam
huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang pembentukan Badan Penanggulangan' Bencana Daerah

Kabupaten Merangin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tenfang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Daerathropinsi Sumatera Tehgah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nombr 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomb’r 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daearah Tingkat i Sarélangun
Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung (Lembéran Negara

RoOpUBbiik Indoresie Tartun 1SN Marwe 8, B laals Lo alaie ISR ST T S

Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 teniang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1974
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan. Undang—Uhdang
Nomorv8 Tahun 1974 tentang Pokok—Po'kok Képegawaian :
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang -Pembehtukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten_Mua'ro'jambj
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( ‘L:embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolanguh, - Kabupaten
Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor
81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969). | D
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Re}pub!ik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Négara
Republik Indonesia Nomor 4389); -
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenténg Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerihtahar_i '
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R_epublik Indoh_e'sia
Nomor 4844); '

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan |
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndohésia

Nomer 4828);
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Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun ,200'0 ten‘téng
Pengangkatan pegawai negeri Sipil dalam Jabétan Str_uktura\
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones&a ‘Nomor 4018

sebagaumana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan pegawai Negeri
Sipil daiam Jabatan Struktural (Lémbaran ‘Negara Repu‘blik .
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran 'Negar_a |
Republik Indonesia Nomor 4094 ); ’

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah '_
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndo'nes_ia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 téntang Pembégian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan'Daérah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,'Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737-); |

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgéhisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republikllndonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741); - | :

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun - 2008 tentang
Penyelengaraan Penanggulangan Bencana. (Lve.mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran |
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); L

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 .tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2008
tontang. Keowenangan Dasramn Kabupaten Merargir (Lﬁrﬁburun

Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 17)



Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN | | |

dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:© PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENANGGULANGAN -
BENCANA DAERAH KABUPATEN MERANGIN | ’

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : ..

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2.  Daerah adalah Kabupaten Merangin.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Qrusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan. prinsib
NKRI Tahun 1945. | -

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.  Bupati adalah Bupati Merangin.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin yang
selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Képala

Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah. Kabupaten
Merasrgin. i L3 X . & E
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(1)

(2)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab'upaten' yang . -
selanjutnya disebut BPBD Kabupaten édalah‘ perangkat daerah
Kabupaten Merangin yang dibentuk daiam rangka melaksanakan
tugas dan fungsi untuk melaksénakan penanggulangan bencana.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh‘p.'ejabat
yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan
struktural. o _

Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah
unsur pelaksana tugas teknis pada badanﬁ Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Merangin.

Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB 1
PEMBENTUKAN

Pasal 2 ,
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pen'anggu‘langan
Bencana Daerah Kabupaten yang sel'anjutnyaA disebut BPBD

Kabupaten Merangin.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagalmana dlmaksud 1

dalam ayat (1) terdiri atas :
a.Kepala;
b.Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana,;

c.Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. '

BAB i

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(1)

)

(3

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3 -
BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Bupati; ' ' '

Kepala BPBD dijabat secara rangkap (Ex-Officio) oleh Se‘kretaris

_ Daerah Kabupaten; . .
Kepala BPBD membawahn unsur pengarah penanggulangan

bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
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Pasal 4

BPBD Kabupaten mempunyai tugas:

a.

Menetapkan pedoman dan pengarahan .'-terhédap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahé}n bencana, -

penénganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil

dan setara;

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan >pen'yelengga'raan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- ‘

undangan;

Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan

bencana;

Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulahgan

bencana;

Melaporkan penyelenggaraan penanggulanga_n bencana képada

kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap |

saat dalam kondisi darurat benéana;
Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan bara'n'g;'

Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangah 'bencaha di

Daerahnya;

Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas BPBD Kabupaten mempunyai fungsi :

a.

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulahgan bencana
dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan f tfevpat,

efektif dan efisien;

Pengkoordinasian  pelaksanaan kegiatan penanggmangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas :

a.
b.

. C.

(1)

@

(4)

®

Kepala;
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Paragraf 1

Unsur Pengarah

_ Pasal 7 |
Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjut'nya
disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan .‘bertanggungja_wab :

langsung kepada Kepala BPBD. -

Unsur pengarah terdiri dari ketua dan anggdta. _
Keanggotaan unsur pengarah terdiri dari : |

a. Ketua unsur pengarah dijabat oleh kepala BPBD;'

b. Anggota unsur pengarah berasal dari instansi _peme.rivntah
daerah terkait dengan penanggulangan '-bencana"_dan
maéyarakat profesional yakni dari pak'ai', profesional dan tokoh

masyarakat di daerah;

c. Anggota unsur pengarah kabupa{en berjumlah »9 (sembilan)
orang terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi peme'rintah_déerah
dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesiohal di daérah. .

Pengangkatan unsur pengaran BPBD sebagairnana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada _P-va'sal
7 ayat (3) huruf b yang berasal dari masyarakat profesional dipilih

melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.

Unsur pengarah mempunyai tugas menyusun rencana
CEelERsERaan,  memantes T eERT T mengevaiiee T i’ﬁ':ﬁ‘!’ﬁ'

penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
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(1)

Unsur Pengarah BPBD mempunyai fungsi:

a. Penyusun konsep pelaksanaan kebijakan' penanggulangan
bencana daerah; ' "

b. Pemantau; dan

c. Pengevaluasi dalam penyelenggaraan . penanggulangan
bencana daerah. | -
Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah ditetapkan

| sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 'yang belaku.

Paragraf 2

Unsur Pelaksana .

Pasal 8
Unsur pelaksana BPBD Kabupaten yang selanjutnya disebut - |
dengan unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala BPBD Kabupaten.

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin
oleh seorang Kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD
Kabupaten dalam menyelénggarakan tugas dan fungsi unsur

pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari. . -

Unsur - pelaksana mempunyai  tugas. melaksanakan
penanggulangan bencana yang meliputi pr‘abencana,fvsaat

tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

Pasal 9
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri

dari :

a. Kepala Pelaksana

b. Sekretariat unsur pelaksana terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Evaluasi
2. Subbagian Keuangan, dah

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

T N 5 S

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan :
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(2)

(1)

(2)

(1)

- (4)

1. Seksi Pencegahan; dan
2. Seksi Kesiapsiagaan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkanv:
1. Seksi Penanganan Darurat; dan

2. Seksi Logistik dan Perlengkapan.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksivmembawahkan :
1. Seksi Rehabilitasi; dan |
2. Seksi Rekonstruksi.

f. Kelbmpok Jabatan Fungsional.

Uraiaan tugas dan fungsi secara lebih terperinci akan di atur |

secara tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10
Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan.Tugas.Pu'sat
Pengendalian Operasi, (PUSDALOP), Tim Reaksi Cepat,-vdan
Satuan Tugas lain yang diperlukan ‘sesuai dengan. kebufuhan
daerah. | ' )
Satuan Tugas bertanggungjawab vlangsung kepada Kepala
Pelaksana BPBD. ' o |

Pasal 11 A
Pada BPBD Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Badan (UPTB) untuk melaksanakan sebagian kegiatan ‘teknis

operasional.

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana,Téknis
Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

UPTB dip’impin oleh seorang Kepala yang be?ada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. ' .
UPTB pada BPBD Kabupaten, terdiri dari 1 (satu) subbagian Tata

usaha dan kelompok Jabatan fungsional.
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BAB IV
'ESELON DAN KOMPETENSI JABATAN

"Pasal 12

Kepala Unsur Pelaksana adalah jabatan struktUral eselon lib.

Kepala Sekretariat dan Kepaia' Bidang adalah jabatan strUktura_i '
eselon liib. | L
Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unlt Pelaksana
Teknis Badan (UPTB) adalah jabatan strutural eselon IVa.

Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB adalah jabatan i

_ struktural eselon Ivb.

Pasal 13

Pengisian jabatan unsur pelaksana berasal dari pegawai nege'ri:‘sipil

yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengai’am'_an,

keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan

bencana.

(1)

)

(3)

(1)

Pasal 14 »
Pengangkatan dan pemberhentian pejabateselon_'ll dilakukan

oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon Hl dan eselon

IV dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah

Pengangkatan Pegawai Negen Slpll -dalam suatu jabjatan
berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksana_kén» berdas'arkan
profesionallisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan
jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatén itu serta _syarat -
objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama,

ras atau golongan sesuai aturan perundang-undangan.
BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15 , .
Pada BPBD Kabupaten dapat ditetapkan jabatan fungsional

-.berdasarkan -kebutuhan..dan. Spesifi kasu yang- dlbenkan sesuale-w—-;

dengan peraturan Perundang-undangan..
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(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas metakéanakan
sebagian tugas BPBD dengan keah!ianA, dan kebutuhan
berdasarkan peraturan Perundéng-undangan. .

(3) Kelompok jabatan fungsionai terdiri dari sejumiah tenagé
fungsidnai yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. o '

(4) Kelvompbk Jabatan Fungsional . dipimpin o!eh.. seorang tehaga E
fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan

Perundang-undangan.

BAB Vi
TATA KERJA

Pasal 16 _
BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 17 A , ,
Kepala BPBD Kabupaten bertanggungjawab mé_n_gendalikan dan
mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelakSéna
BPBD Kabupaten. ' .

Pasal 18
Unsur pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan )
atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan_ oleh

Kepala BPBD selaku ketua unsur pengarah penanggulangan bencana.

Pasal 19 o
Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat
maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau‘pjhak
lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah

Penanggulangan Bencana.

Pasal 20 ,
Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem

pengendalian interen dilingkungan BPBD Kabupaten.

g e aatred P T W o AT e Aoy T AT i AL N N Y Y e S
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: Pasal 21 » o ‘
Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten bertanggung_' jéwab )
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan

“pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22
Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten dalam m'elaksanakan'
tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan

organisasi dibawahnya.

Pasal 23 : G
Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dengan BPBD Provinsi
bersifat fasilitatif/koordinatif dan pada saat penahganan darurat .
bencana, BPBD Provinsi dapat melakSana'kan'fungsi komando,

koordinasi dan pelaksana.
Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten diatur oleh
Kepala BPBD Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan -

perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vil
PEMBIAYAAN

Pasal 25 v
Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penahganan bencana
dibebankan pada Anggaran 'Pendapatan dan Belanja Dée_rah
Kabupaten Merangin dan sumber anggaran lainnya yang sah dén tidak

mengikat.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan’ pengundaAngan _
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran .daerah
Kabupaten Merangin. | |

Disahkan di Bangko
pada tanggal 27 Desember 2010
BUPATI MERANGIN,
ttd -
NALIM

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 28 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

A. KHAFID MOEIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NiP. 19610619 198403 1 002

Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor.....10 '
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Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR: 10 TAHUN 2010 o

TANGGAL : 27 DESEMBER 2010 ,
TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAHERAH KABUPATEN MERANGIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI .
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MERANGIN

KEPALA
| |
UNSUR PENGARAH _ UNSUR PELAKSANA
e Instansi Pemerintah Kepala Pelaksana
e Profesional/Ahli
SEKRETARIAT
Kelompok Jabatan | - Seans |
Fungsional
Subbag Subbag . Subbag
Program dan Keuangan ‘Kepegawaian
Evaluasi A dan Umum
— _ ' - ]
Bidang Pencegahan Bidang Kedaruratan dan ‘ Bidang Rehabilitasi dan
dan Kesiapsiagaan Logistik ‘Rekonstruksi
I I ' =
— ] — ] ' I _ 1
Seksi Seksi Seksi Seksi Logistik Seksi . ||  Seksi -
Pencegahan Kesiapsiagaan Penanganan dan Rehabilitasi Rekontruksi
Darurat Perlengkapan ~

BUPATI MERANGIN,
ttd

NALIM




